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PENDAHULUAN

I.l. Latar Belalumg

Seifing dengan perkembangan Kota Pontianak. akibat perkembangan berbagai
kegiatan sosial ekonomi di dalamnya, terjadi berbagai permasalahan fisik ruang
terutama menyangkut ketersediaan ruang dalam kaitannya dengan peningkatan
kebutuhan dan pemanfaatan ruang yang optimal bagi kegiatan/fungsi permukiman
perkotaan (perumahan dan segala keglatan penunjangnya) serta degradasi kualitas
lingkungan fisik itu sendiri.

Kota Pontianak sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat terus mengalami
perkembangan termasuk perkembangan fisik yang saat ini lebih besar pada
perkembangan ekstensif. Kota yang hampir tidak memiliki kendala dan limitasi fisik
yang berarti ini, cenderung berkembang lebih ke semua arah baik ke arah tenggara
dan selatan (Kawasan Sungal Raya Dalam- Kota Baru), timur (Kawasan Saigon, Parit
Mayor dan Tanjung Hulu), Barat (Sungai Jawi Luar dan Jeruju) serta utara (Kawasan
Siantan Hulu dan Siantan Hilir),

Kecenderungan perkembangan fisik ini juga dipercepat oleh akses tinggi ke jalan-
jalan primer ke luar Kota Pontianak, disamping karena secara fisik alamiah kawasan-
kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya (Sungai
Rays, Sungal Kakap, Ambawang) yang memiliki daya tampung relatif besar bagi
perkembangan fislk Kota Pontianak.

Masifnya perkembangan tersebut disatu sisi merupakan dampak positif darl kemajuan
yang dicapal kota. Akan tetapi disisi lain menampilkan konsekuensi perlunya.

penanganan yang serius sebagal dampak kutan dari perkembangan yang tekjldi
tersebut. Salah satunya yang perlu mendapatkan perhatian adalah penangan sanitasi,

Sanitasi adalah suatu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupann

Bila sanitasinye baik, masyarakat itu dalam keadaan sejahtera, | n pu
sebalknya, bila keadaan sanitasinya buruk, dapat menjadi gambaran bahwasar
masyarakat tersebut berada dalam yang kekurangan dalam hal materil a

pendidikannya, -

e Koot s Medsnga Sonitnl . Laporan Abbir - 1
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Namun masih ada juga masyarakat yang mengelola sampahnya dengan tidak aman.
Terdapat 2.1% rumah tangga yang memiliki kebiasaan buruk membuang sampah ke
sungai. Kebiasaan membuang sampah di sungai banyak terjadi di Kelurahan
Tambelan Sampit, Dan terdapat 0.2% rumah tangga yang juga memiliki kebiasaan
buruk membuang sampah di pekarangan atau kebun dan dibiarkan membusulk
Kebiasaan inj terjadi di kelurahan Benua Melayu Darat, Mariana dan Siantan Hulu.

Meskipun sebagian besar masyarakat membuang sampah ke TPS, akan tetapi sampah
yang dibuang tanpa pemilihan terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat, yaitu
sebesar 85.1%, tidak memiiki kebiasaan memilah sampah, sehingga volume sampah
di TPS semakin besar. Kebiasaan tidak memilah sampah terjadi hampir di semua
kelurahan, dan yang terbesar terjadi di Kelurahan Saigon dan Parit Tokaya, yaitu
sebesar 100%. Sedangkan kebiasaan memilah sampah banyak dilakukan oleh keluarga
di Kelurahan Siantan Tengah, karena menjadi salah satu kelurahan yang percontohan
STBM.

Gambar 0-2
Grafik Pemilahan Sampah Berdasarkan Kelu
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IL1.2. Pembuangan Air Kotor/Limbah dan Lumpur Tinja

Sesual dengan MDG's Sarana Sanitasi Dasar yang akan ditingkatkan pemanfaatannya
‘adalah jamban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 23 puskesmas Dinas Kesehatan Kota
Pontianak terhadap rumah tangga di Kota Pontianak menunjukkan bahwa 59.097
(89,88%) jumlah penduduk menggunakan jamban leher angsa yang memenuhi syarat
dari 65.716 yang diperiksa.

Dengan demikian walaupun kondisi sarana sanitasi dasar di Kota Pontianak hampir
mencapai nilai ideal, masih di mungkinkan berkontribusi pada angka kesakitan
penyakit berbasic lingkungan misalnya diare, Selain itu masyarakat yang tinggal di
tepian sungai Kapuas masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan
kotoran (pengelolaan sampah yang tidak tepat) sehingga mengganggu kualitas
kesehatan lingkungan, karena sampah adalah sumber potensial dalam
perkembangbiakan vector penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk mengantisipasi
masalah diatas adalah dengan mengimplementasikan STBM. STBM mulai di
implementasikan di Kota Pontianak tahun 2011 dengan bantuan mitra WV, Hasil-hasil
yang telah dicapai antara lain terbentuknya 2 bank sampah dan adanya 21 orang
warga yang mampu membangun jamban tanpa subsidi di walaupun kondisi
perekonomian terkategori kurang mampu.

Hampir semua rumah tangga di Pontianak sudah memiliki jamban pribadi serta
memiliki keblasaan BAB di Jamban pribadinya, yaltu sebesar 97.6% mask!pm ‘masih

ada yang BAB di sungal,

Permasalahan terlihat dari kemanan jamban yang dimiliki
tangga. Hasil survel EHRA menggambarkan sebagiar
miliki tidak memenuhi standar kesehatan {grﬁ’l. 34)
tangga yang memiliki tangki septik, sedangkan 4
bermuara di cubluk atau lubang tanah serta sisa Tya
kolam ataupun kebun

o kb do g St
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Gambar 01-3
Grafik Persentase Yempat Buang Air Besar di Kota Pontlanak Tahun 2015

Gambar O-4 _
Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kota Pontianak Tahun 2015
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Permasalahan keamanan jamban diperparah cleh keviasaan menguras tangki septik
(gambar [I-5). Kebiasaan n.enguras tangki septik yang sehat adalah minimal 1 tahun
sekali. Hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar (65.1%) jamban rumah
tangga tidak pemah dikuras. Kebiasan tidak sehat itu terjadi hampir di setiap
kelurahan, kecuall Kelurahan Dalam Bugis, Tambelan Sampit dan Banjar Serasan
karena semua rumah tangga yang menjadi sampel tidak memiliki jamban dengan
tangki septik. Kelurahan dengan rumah tangga yang memiliki jamban, yang hampir
keseluruhannya tidak pemmah menguras tangki septik terdapat pada Kelurahan
Batulayang, Siantan Hulu, Sungai Beliung, Darat Sekip, Benua Melayu Laut, Kota Baru,
Saigon, Parit Mayor dan Tanjung Hulu,

Grafik I1-6 merupakan hasil studi yang menggambarkan layanan pengurasan tangki
septik pada rumah tangga yang memiliki kebiasaan menguras tangki septik. Studi
EHRA memperiihatkan sebesar 762% memanfaatkan layanan sedot tinja untuk
menguras tangki septik mereka. Rumah tangga yang memanfaatkan layanan sedot
tinja hampir merata di semua kelurahan, Sebesar 7.1% mengosongkan tangki

septiknya sendiri. Sebaglan kecll rumah tangga (0.4%) mengandalkan banjir untuk
membersihkan tangki septik,

Kaion Kelembagann dan Keunngan Santay ' Laporan Akhir

Dipindai dengan CamScanner



KONDES! DAN EEBLIAKAN SANITASI KOTA PONTANAK 16

Gambar 10-.5

Grafik Waktu Terakhir Pengurasan Tangkl Septik Berdasarkan Kelurahan
di Kata Pontianak 201%
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Gambar 0-6
Grafik Praktik Pengurasan Tangkl Septik Berdasarkan Kelurahan di
Kota Pontianak tahun 201%
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Gambar -7

Grafik Prosentase Tangkl Septik Suspek Aman dan Tidaok Aman Berdasarkan Kelurahan
di Kota Pontianak Tahun 2015
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Gambar [I-8
Grafik Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir Berdasarkan Kelurahan
di Kota Pontianak Tahun 2015
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Gambar [1-3 menggambarkan sebaran kelurahan yang rutin mengalami banjir. Dari
29 kelurahan yang ada di Kota Pontianak, 25 diantaranya rutin mengalami banjir. Hasil
survel menunjukkan 48.8% rumah tangga di Kota Pontianak rutin mengalami banjir,
Kelurahan yang semua rumahtangganya rutin mengalami banjir yaitu Kelurahan
Tengah dan Akcaya. Sedangkan kelurahan yang semua rumahtangganya tidak rutin
mengalami banjir adalah Kelurahan Parit Mayor dan Sungal Jawi,

Gambar -9
Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin Berdasarkan Kelurahan
di Kota Pontianak Tahun 2015
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Banjir bukanlah gejala alam biasa, karena bisa memperparah pencemaran limbah.

Dari seluruh rumah tangga yang pernah mengalami banjir, hampir sebagiannya, yaitu
42 7% mengalami banjir selama 1-3 jam. Bahkan beberapa rumah tangga di Kelurahan

Lama terjadinya banjir juga akan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan.
Akeaya dan Parit Tokaya mengalami banjir selama 1hari,

: Gambar 0I-10 _
(Grafik Lama Air Merggenang Jika Terjadi Banjir Berdasarkan Kelurahan

dl Kota Pontianak Tahun 2015
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Survei EHRA juga menggambarkan lokasi genangan air (gambar [1-11). Hasil observasi
dilapangan menunjukkan sebagian besar genangan alr (74.8%) teradl di halaman
rumah. Sedangkan lokasi genangan air lainnya terdapat di dekat dapur ( 40%),
terdapat di dekat kamar mandi (27.9%) dan terdapat di dekat penampungan air
(34.1%). Genangan air terjad| dapat disebabkan oleh banjir dan atau disebabkan oleh
limbah rumah tangga.

Gambar 0-11
Grafik Lokasi Genannan Air di Sekitar Rumah di Kota Pontianak tahun 2015
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Salah satu penyebab genangan air adalah buruknya sistem pembuangan air
limbah/SPAL Besarnya kepemilikan SPAL terlihat pada grafik 3.12. Secara keseluruhan
rumah tangga di Pontianak sebagian besar (68%) memiliki SPAL Rumah tangga
memiliki SPAL tidak berarti telah memenuhi syarat kesehatan, SPAL yang sehat harus

tertutup dan memiliki penampungan yang jelas, sehingga tidak menggenang dan
mencemar air tanah,

Gombar 11-12
Grafik Persentase Kepemilikan SPAL di Kota Pontianak

Dampak kepemilikan SPAL tergambar pada gambar W-13. HIIiIJ m dhrf
keseluruhan rumah tangga sampel di Kota Pontianak, sebes ..

genangan air. Akibat tidk memiliki saluran pembuangan limbah, air m{hﬂbﬂh
rumah tangga maupun banjir menggenangi halam rumah. Kondisi tersebut berisiko
mencemari sumber air bersih rumah tangga.
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Gambar 0-13
Grafik Kejadian Genangan Akibat Tidak Memiliki SPAL Rumah Tangga Berdasarkan
Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015
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Gambar II-14
Grafik Persentase SPAL Berfungsi Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak
Tahun 2015
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Kondisi lain yang patut dipertimbangkan adalah keberfungsian dari SPAL itu sendiri
Tidak menjamin rumah tangga dengan SPAL menurunkan risiko penyakit dan
pencemaran. Kondisi yang ideal adalah rumah tangga memiliki SPAL yang aman, yang
tergambarkan pada gambar 11-14, Secara keseluruhan, sebesar 40.6% rumah tangga
memiliki SPAL yang bersih dari sumbatan. Namun masih ada rumah tangga yana
memiliki SPAL yang berisiko tersumbat yaitu sebesar 291%. Kelurahan dengan
mayoritas rumah tangga SPAL yang baik diantaranya yaitu dalam Kelurahan Bugls dan
Sungai Jawi. Kelurahan dengan rumah tangga tanpa SPAL sama sekali yaitu Kelurahan
Tambelan Sampit.

Beberapa vanabel di atrs dapat disimpulkan menjadi gambar [I-15 mengenai
pencemaran oleh SPAL terhadap sumber air rumah tangga. Hasil survei menunjukkan
86.6% rumah tangga berisiko tercemari oleh SPAL mereka. Kelurahan paling berisiko
adalah kelurshan Batulayang, Darat Sekip, Tengah, Akcaya, Parit Tokaya dan Parit
Mayor karena semua rumah tangga (100%) yang ada di setiap kelurahan tersebut
berisiko tercemari oleh kondisi SPAL Hanya Kelurahan Mariana yang relatif aman
karena 95% rumah tangga aman dari pencemaran SPAL

Gambar 0-15
Grafik Pencemaran SPAL Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015
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Tabel 0-12

Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Pontianak Tahun 2015
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Studi EHRA menggambarkan akses air bersih pada gambar 1116 Sumber air yang
digunakan untuk keperluan rumah tangga meliputi air hujan, air isi ulang, air sumur
pompa, air sumur gall, mata air dan alr sungal/ danau. Alr kemasan, air Isi ulang dan
air hujan sebagian besar dimanfaatkan untuk minum dan masak. Sedangkan sumber
air lainnya sebagian besar dimanfaatkan untuk cucl piring, pakaian dan gosok gigi.

Rumah tangga di Kota Pontianak punya keterbatasan dalam mengakses air bersih
berkelanjutan untuk minum dan masak, Sumber air minum utama di Pe

air isi hujan (75.5%), dan air isi ulang ( 40.9%). Sedangl

memasak yaitu air hujan (90.1%) dan air isi ulang (12.2%
untuk minum maupun masak, karena belum m
sebaglan kecil (kurang dari 0.5%) yang menggun
sumber air lain untuk minum maupun masak.
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Grafit A Gambar [- 16
— TM Air Persih Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015
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Hasil survel menggambarkan perilaku BAB sembarangan (BABS) keluarga di Kota
Pontianak relatif baik (tidak banyak terjad| praktik BABS). Perilaku BABS didapat dan
kombinasi variabel Kepemilikan Jamban, Jamban bertangkl septik, Tangkl Septik
Aman dan Keblasaan BAB Anak. Sebagian besar keluarga di Pontianak (82.4%) tidak
berperilaku BABS. Sebagian besar kelurahan memiliki persentase BABS kurang dari
50%. kecuali Kelurahan Sungal Jawi. Kelurahan yang seluruh warganya tidak BABS
diantaranya Kelurahan Darat Sekip dan Parit Mayor,

Gambar 0-21
Grafik BABS berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015
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I1.1.6. Area Berlsiko Sanitasi

Area Lerisiko dalam suatu wilayah dapat dilihat darl Indeks Resiko Sanitasi. Indeks ini
adalzh ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini adalah hasil darl analisa

Studl EHRA. Resiko Sanitasi sendini diartikan sebagal terjadinya penurunan kualitas
hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya lhllm
layanan sektor sanitasi dan perllaku higiene dan sanitasl, Hasil studi EHRA
menunjukkan bahwa nilai indeks risiko sanitasi terbesar di Kota Pon :
variabel air limbah domestik dengan nilal risika 77, Nilal mw W
genangan air sebesar 45, variabel persampahan sebesar ﬂpﬂw umber 2
sebesar 38 dan indeks risiko terkecll adalah pada variabel peﬂlﬂu
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Nilai indeks risiko air limbah domestik menunjukkan nilaj tertinggi (risiko paling
tinggi) terletak di Kelurahan Tambelan Sampit dengan nilal 100 dan nilai paling
rendah sebesar 40 di Kelurahan Mariana. Nilal indeks risiko genangan air
menunjukkan perbedaan (standar dewviasi) yang cukup tinggi. Nilai tertingagi indeks
risiko genangan air terdapat di Kelurahan Banjar Serasan sebesar 50 dan terendah di
Kelurahan Siantan Hilir sebesar 2. Nilai indeks risiko sumber air dan persampahan
menunjukkan nilal indeks yang kurang bervariasi (nilai standar deviasi dan interval
rendah). Nilai indeks risiko sumber air tertinggi sebesar 61 terdapat di Kelurahan Pal
Lima dan terendah di Kelurahan Parit Mayor sebesar 25,

Sedangkan nilai indeks risiko persampahan tertinggi sebesar 63 di Kelurahan
Tambelan Sampit dan terendah di Kelurahan Dalam Bugis sebesar 24. Nilai indeks
risiko perilaku higiene menunjukkan nilai tertinggl sebesar 47 terdapat di 2 Kelurahan
yaitu Kelurahan Sungal Jawi dan Kelurahan Sungai Jawi Luar. Sedangkan nilai indeks
risiko perilaku higiene terendah terdapat di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Saigon dan
Kelurahan Bansir Laut.

Tabel 0-13
Indeks Risiko Sanitasi per Kelurahan per Variabel Kota Pontianak Tahun 2015
Hilal 13
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Tabel di atas menunjukkan bahwa nilal indeks risiko sanitasi (IRS) varlabel air limbah
domestik merupakan yang mendominasi di Kota Pontianak. Terdapat 11 kelurahan
(38%) yang menunjukan kategori risiko sangat tinggi pada air limbah domestik.
Sedangkan risiko sangat tinggl pada variabel genangan air terdapat di 10 Kelurahan
(34,5%), variabel perilaku higiene di S kelurahan (17,2%), variabel sumber air di 2
kelurahan (6,9%) dan variabel persampahan di 1 kelurahan (3,4%).

Nilai indeks risiko sanitasi dikategorikan menjadi 4 (empat) dengan menggunakan

data interval dan didapatkan perhitungan batas bawah dan batas atas adalah sebagai
berikut:

KCsiam Eplembagonm don Crusngen fanitas

B8 Dipindai dengan CamScanner
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Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks risiko sanitasi (IRS) variabel air limbah
domestik merupakan yang mendominasl di Kota Pontianak. Terdapat 11 kelurahan
(38%) yang menunjukan kategori risiko sangat tinggl pada air limbah domestik.
Sedangkan risiko sangat tinggl pada variabel genangan air terdapat di 10 Kelurahan
(34,5%), variabel perllaku higlene di § kelurahan (17.2%), variabel sumber air di 2
kelurahan (6,9%) dan variabel persampahan di 1 kelurahan (3,4%),

Nilai indeks risiko sanitasi dikategarikan menjadi 4 (empat) dengan menggunakan
data interval dan didapatkan perhitungan batas bawah dan batas atas adalah sebagal

berikut;

c1ion Eafwmbgaan dan Keuangan Sonltay -  Lapern Al
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Tabel II-14
Nilal Indeks dan kategori Risiko Sanitasl Kota Pontianak

Batas Nllal Rislko |  Keterangan

Total Indeks Rislko Max 307

Total Indeks Ris'ko Min 150

Interval 52
150 203
204 256
257 109
310 363

Gambar 0-22
Indeks Risiko Sanitasi Kota Pontiannk tahun 2015
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Tabel O-15
Kategori IRS Masing-Masing Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015

NILAJ | NILAI |
Kelurahan IRS Kategorl | Kelurahan RS Kategorl

BENUA MELAYU |
DARAT 258

| BATULAYANG 242
BANJAR SERASAN 241 :'i“:::
ANCAYA 241
SUNGAI BELIUNG 240
PARIT TOKAYA 236

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 8 kelurahan masuk dalam kategori risiko
sangat tinggi, 6 kelurahan risiko tinggi, 11 kelurahan risiko sedang dan 4 kelurahan
kurang berisiko

I1.2. Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Pontianak

11.2.1. Kebijakan Umum Pengembangan Sanitasl
Adapun Kebljakan umum Sanitasi Kota Pontianak adalah sebagal berikut:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, ditempuh melalui
upaya sebagal berikut :
a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
b) Meningkatkan peryuluhan kesehatan lingkungan

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Sanitasi Untuk Menunjang
Peningkatan kesehatan masyarakat, ditempuh melalul upaya sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi genangan air

b) Meningkatkan kermampuan penanganan sampah di TPA dengan manajemen
persampahan yang baik

B8 Dipindai dengan CamScanner
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€) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan
lnghumawt i .

d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jamban keluarga yang memenuhi
standar kesehatan

¢ Menciptakan iklim yang kondusif bagl pengelolaan Sanitasi yang
berkelanjutan Pola pikir dan pelaksanaan kelembagaan yang mengelola
Sanitasi di kota pontianak. Pengertian dan komitmen lembaga-lembaga yang
terkait sangatlah penting. Komitmen yang rendah dari institusi-institusi yang
terkait cenderung menghalangi perubahan perilaku di tingkat masyarakat.
Berbekal kondisi ini, maka upaya-upaya yang perlu diperhatikan antara lain :

a) Advokasi dengan Pemerintah Kota Pontianak, dan para pengambil keputusan
terhadap prinsip-prinsip penyusunan strategi Sanitasi,

b) Peningkatan  kapasitas/kemampuan  Pemerintah  Kota  dalam
mengimplementasikan program dan kegiatan sanitasi ke dalam aloka
pendanaan, peraturan, mekanisme manitoring dan evaluasi dan ku,h sama

dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak swasta dan organisasi masya

‘d. Meningkatkan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana Sanitasi yang
efelctif. Untuk merangsang kebutuhan akan pelayanan prasarana dan sarana
Sanitasi yang berkualitas, perlu dipahami status sosial dan ekonomi, nilai
lingkungan dan sosial dan bentuk insentif yang dapat membuat orang memberi
mmwmmmwmww fokus pada solusi

mmmﬂmhnphmnsﬂahmrﬂﬂﬂmwmnhﬂ
yang ﬂfmtmdwdigm secara efektif. Selain penin tas

sarana Sanitasi juga diperlukan perubshan pe
meningkatkan resiko kesehatan. Upa;m-upuyn |

a) Peningkatan partisipasi masyaraki
pihak swasta dan mnmpriuﬂmkm
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Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, masyarakat secara individual atau

dalam tingkatan rumah tangga belum banyak menunjukkan peran yang
maksimal.

Selain itu juga sudah dilakukan upaya untuk membangun tangki septik secara
benar sebagai sarana penampungan limbah domestik black water Namun
demikian upaya ini masih sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat. Hasil studi
EHRA menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Kota Pontianak pada umumnya
belum melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari air
mandi dan cucian (grey wates. Air limbah pada umumnya masih banyak yang
dibuang ke badan sungai, atau dibuang sembarangan. Sedangkan untuk
pengelolean limbah tinja, rumah tangga yang menggunakan tangki septik
sebagai wadah penampungan limbah tinja.

Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk
mengelola limbah dumastﬂr. sumumlh terbatasnya kemampuan masyarakat
untuk mengakses fasilitas p ngan air limbah domestik. Upaya masyarakat di

tingkat kelompok dalam fungsi pengelolaan air limbah domestik saat ini juga.
telah mulai muncul,

c Strategi dan pola penanganan Sanitasi Kota Pontianak Sub-Sektor
Persampahan

Dalam pengelolaan patsimpﬂan di Kota Pontianak, terdapat berbagai
iﬂnﬂmmﬂ yang dapat dikelompokkan dalam berbagai aspek, seperti berikut
I
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Kota Khatulistiwa, menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan patensi yang
dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis
khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya
yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan
berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak
sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan pardagangan dan jasa, baik lokal
‘regional maupun intemasional, sehingga dalam pencapalan visi tersebut secara
optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

‘Berwawasan lingkungan bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan
potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan
'memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan
digunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
Sebagal kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan
secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan,
keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai

dengan rencana tata ruang kota.

Terdepan dalam kualitas sumber daya manusia, mengandung makna kesadaran
akan sumber daya manusia sebagal modal dasar pembangunan dan agen perubahan
- memeriukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak
diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan
- kompetitif, religius, berkarakter, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Sehingga
diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak
WrmmmmhmhermImm

Prima dalam pelayanan publik, mempunyai pengertian bahwa berbagal pelayan.

publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar
pelayanan prima serta mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyaraka
Dalam pengertian ini pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan
infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan layanan-layanan umum seperti
perijinan, administrasl kependuduksn seta fasilitas-faslitas umum  yang sesual

dengan patembangm kota dan kebutuhan maqmmt

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemk - -
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meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak
penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Sebagai landasan operasionalisasi wvish, maka peru dirumuskan  misi-misi
pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran
pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2015-2019
adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,
berbudaya dan harmonis.

2. Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah
Bebas Korupsi di sektor pelayanan publil.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.

4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman
dan layak huni;

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan
ekonomi kota yang berdaya saing

Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,
berbudaya dan harmonis merupakan perhatian Kota Pontianak untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan karakter yang bermutu
bagi masyarakatnya didukung dengan iimu pengetahuan dan teknologi, menjunjung
tinggi pengetahuan agama, keluhuran nilai-nilal budaya bangsa serta keharmonisan
hubungan antar masyarakatnya. Misl Ini juga dimaknai sebagai upaya
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta pemllban yar
bermartabat. meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dlllm
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

Misi menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalul penetapan Wilayah
Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik tidak lain adalah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dengan mendorong partisipasi setiap warga untuk
menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, balk, secara langsung maupun
tidak langsung. Mewujudkan adanya perugnl:an l‘miu.lmﬁngldﬂ b@mm_

dengan masyarakat mahluitrarspmmldungmmm .'
kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan me

peluang yang sama (kesetaraan) bagi setiap anggota mu!mm
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bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas, Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan
masyarakat luas. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan
menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan
bertanggung jawab, Meningkatkan kemampuan, profesinalisme dan moral
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat,
tepat dengan biaya yang terjangkau., Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas
korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam
rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari karupsi.

Misi meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan akan prasarana dasar perkotaan seperti prasarana jalan dan jembatan
(untuk mengatasi kemacetan, dan pemerataan pertumibuhan serta perkembangan
antar wilayah), prasarana drainase (untuk mengatasi/meminimalisir dampak dari
banjir/genangan), prasarana air bersih untuk seluruh warga kota dalam rangka
menyukseskan Millenium Development Goals, mengentaskan kawasan kumuh,
menyediakan fasilitas umum dan utilitas perkotaan yang ideal, peningkatan sanitasi
kota, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan kinerja transportasi dan
perhubungan serta untuk meningkatkan prasarana perdagangan/pasar yang ada
dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak.

Misi mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman
dan layak huni ditujukan untuk mewujudkan pembangunan fisik kota Pontlanak yang
tertata balk, rapi, Indah, bersih dan . Hal itu dilandasi dengan konsep pembangunan
keberlanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan keharmanisan
hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitamya, Sehingga masyarakat
yang tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa nyaman, aman, dan
memiliki tempat tinggal layak huni dengan didukung fasifitas perkotaan yang ideal,

ekonomi kota yang berdaya saing digagas dengan tujusn me
pertumbuhan ekonomi yang tinggl, berkualitas dan lebih merata antar
meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, memberikan
perijinan usaha yang jelas, terukur dan cepat, memberikan insentif
menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengura
meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah sera
pemasaran produk-prodik ungqulan dan untuk mengoptima

perdagangan, jasa dan periwisata.
Poin penting integrasi kebijakan pembangunan sanitasi  dalam can
pembangunan jangka menengah Kota Pontianak tertuang dalam Misi 1, Misi

Misi 4. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.
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B. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Teknis Sektor Sanitasi

Di dalam struktur pemerintahan Kota Pontianak, urusan kewenangan pengelolaan

, sanitasi yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, drainase,
pengelolaan air imbah dan PHBS tidak berada dalam satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) akan tetapi tersebar dalam beberapa institusi dengan cakupan tugas
dan fungsi yang berbeda.

Adapun beberapa isu strategis dan tantangan sektor sanitasi yang dihadapi dikota

| Tabel m-1
1su Strategis dan Tantangan Kebijakan dan Kelembagaan Sektor Sanitasi

Kutangnya Koordinas antara

DAERAH DAN *  Belum konsistennya antar Sektor Khususnya bidang sanitasi
KELEMBAGAAN kebijakan makro dalam tatanan |+ Target Rpjmn masih belum
kota dengan kebijakan sektor Maksimal '
sanitasi di skpd *  Pemanfastan kabijakan global
*  Belum optimalnya dan nasional

OPD yang terkait langsung dengan penyelenggaraan sektor sanitasi di Kota

Pontianak tersebut meliputi:

=  Sekretariat Daerah, khususnya pada Baglan Perekonomian dan Pem
merupakan institusi yang membawahi dan memfasilitasi Boija W Kﬁﬂl
Pontianak yang berperan bersama-sama MFFEMdaIaﬂ
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bagian investasi yang diserahkan kepada PDAM. Selain itu bidang yang banyak
terlibat dalam menangani sanitasi di dinas inl acalah Bidang Perumahan melalui
kegiatan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni, serta menangani perbaikan jalan-
jalan lingkungan baik melalui keglatan perbaikan melalui pihak ketiga maupun
berupa bantuan material untuk menstimulasi keswadayaan masyarakat.

* Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menanganl sektor persampahan dan air
limbah dengan didukung keberadaan Bldang Pembinaan Kebersihan, Bidang
Operasional Kebersihan dan UPTD TPA sebagal bagian dalam pengelolaan
persampahan di Kota Pontianak

* Dinas Kesehatan, meliputi promosi, penyuluhan PHBS dan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan sanitasi kota. Secara struktural, bidang yang
menangani sanitasi be ada pada Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi
Kesehatan, didukung keberadaan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

* Badan Lingkungan Hidup, mencakup sector air limbah, kualitas air baku dan
pengendalian pencemaran lingkungan, Berdasarkan TUPOKSI dalam struktur
organisasi, bidang yang banyak berperan dalam penanganan sanitasi kota adalah
Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum serta Bidang Revitalisasi
Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.

Selain intansi-instansi tersebut, beberapa instansi lain juga memiliki program dan

kegiatan yang mendukung pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak seperti Kecamatan

khususnys melalul Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ekonomi
gerakan kebersihan lingkungan), Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Umum (melalui kegiatan bantuan stimulan jalan lingkungan/gang dan saluran

drainase). Program Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat (kegiatan lomba

kebersihan lingkungan), Program Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan gotong royong
pembersihan lingkungan), Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

(kegiatan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan).

Dalam pelaksanaan urusan sanitasi, Instansi-instansi tersebut mengacu kepada
TUPOKSI-nya masing-masing dan melakukan koordinas| bilamana mMnimmi
terkalt lsinnya. Dalam hal inl BAPPEDA memillki peranan cukup penting dalam
menyambung koordinasi antar instansi yang berkecimpung di dalam urusan sanitasi
mmmmmﬁummmmmmmmm

Sedangkan beberspa OPD yang secara tidak langsung t dengan
mﬂmmmmmmmmpmmhhnmmk a—

* Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi liln :
khususnya melalui  Seksi Pengembangan, F
Pencemaran Industri melaksakan pembinaan indum
pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh in
pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan ind

Waglen Faiemmboguan dan feimngon Sanioy
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* Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga
Berencana melalyi Bidang Pemberdayaan Masyarakat khususnya Sub Bidang
Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
melaksaakan fasilitasi unit pengaduan masyarakat dan pemantauan, peningkatan
peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian
lingkungan, fasilitasi akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya
lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana kelurahan, kemasyarakatan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG), fasilitasi pemanfaatan bahan bakar
nabati, hewani atau lainnya sebagai energi alternatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai OPD yang menangani sanitasi balk secara langsung
maupun tidak langsung di Kota Pontianak dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar ID-2
Organisasi Pemerintah Daerah Penyelenggara Sektor Sanitasi di Kota Pontianak

e

g
e,

- e oy

Untuk melihat lebih dalam mengenai kelembagaan penyelenggaraan sanitasi di Kota
Pontianak, berikut ini akan disampaikan kondisi realitas kelembagaan teknis
penanganan sektor sanitasi yang diulas berdasarkan subsektornya.

111.2.2. Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah o

A. Pola Penanganan Air Limbah

Masalah pencemaran lingkungan di Kota Pontianak telah menunjukkan m m-.:
cukup memprihatinkan, khususnya masalah pencemaran air. m dari.
pencemaran air tersebut tidak hanya berasal dari buangan industri yang membuang
begitu saja air limbahnya tarpa pengolahan lebih dahulu ke sungal, tetapi yang paling

Eifions Enlembogoan dan Kevanges Sonltasl
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besar memegang andil baik secara sengaja atau tidak adalah air limbah dari warga
Pontianak itu sendir. Yakni akibat air buangan rumah tangga yang jumlahnya makin
hari makin besar sesuai dengan perkembangan penduduk maupun perkembangan
Kota Pontianak. Di tambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat yang langsung
membuang kotoran/tinja maupun limbah padat/sampah ke dalam sungai.
menyebabkan proses pencemaran sungai-sungai di Pontianak bertambah cepat.

Air fimbah di kota Pontianak secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu air
limbah rumah tangga dan air limbah industri skala rumah tangga. Saat ini secara kasat
mata pencemaran akibat limbah domestic telah menunjukkan tingkat yang cukup
serius. Selain itu sumber pencemnaran yang potensial adalah air limbah dari kegiatan
industri kecil menengah, air limbah dari kegiatan industri yang bukan dalam skala
rumah tangga tidak termasuk dalam pembahasan dan hal ini ditangani oleh
Bapedalda. Sedangkan limbah rumah tangga sampai saat ini dibuang langsung ke
saluran-saluran drainase yang ada melalui parit-parit kota dan sungai alami, langsung

dibuang ke Sungai Kapuas.

Untuk limbah industri, mengingat lokasi sebaran industri yang umumnya berada di
tepi sungai, harus diawasi dengan ketat supaya tidak membuang langsung limbahnya
tanpa pengolahan. Air Sungai Kapuas yang dimanfaatkan sebagai air baku PDAM
lama kelamaan akan tercemar jika pemerintah tidak mengawasi secara ketat buangan
industri langsung ke sungal, Sedangkan limbah cair rumah tangga yang sangat
‘mengganggu umumnya berupa detergent sisa-sisa pencucian.

Kota Pontianak melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan
pemantauan terhadap kualitas air sungai yang berada di Kota Pontianak yaitu Sungai
Kapuas. Selain melakukan pemantauan kualitas air juga dilakukan pengawasan dan
penaatan hukum lingkungan hidup terhadap industri, rumah sakit, rumah makan,
nmmmmmmmmmmmmm
penaatan hukum ini terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas,

Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2008 kualitas alr Sungai Kapuas dan anak
sungainya setiap tahun menunjukkan bahwa parameter Jotal Suspended Soiid (TSS).
Chemical Oxygen Deman (COD), Nitrit :nagmmmmﬂmw
ditetapkan melalul PP No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Pengendalian Pencemaran Air. Pada tahun 2009 parameter yang me
adalah parameter NO, dan Fe (sumber : BLH tahun 2010).

Pelayanan limbah yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak
limbah antara lain, limbah rumah tangga, rumah sakit, perkan
restoran, hortel serta rumah makan, baik limbahy/ sampah cair
: ah Lumpur Tinja (IPLT) Kota Pontianak
mrmmm{mmm'.,
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IPLT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak terletak di Jalan Kebangkitan
Nasional, Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota, Lokasi IPLT ini bersebelahan dengan
lokasi TPA dengan struktur Iahan gambut. Hasil pelayanan oleh Dinas Kebersihan Kota
Pontianak dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH Kota Pontianak, diperoleh
data bahwa di Kota Pontianak terdapat 3 cara pembuangan limbah rumah tangga
yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

1 Kelompok yang membuang air limbah domestiknya langsung ke badan air tanpa
mengalami pengolahan terlebih dahulu.

2. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke alam bebas setelah
mengalami pengolahan awal yang sangat sederhana berupa tangki septik,

3. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke badan air setelzh diolah
secara tuntas pada sistem pengolahan air imbah yang memadai.

Setiap aktivitas rumah tangga, industri atau kegiatan usaha pasti menghasilkan limbah
yang dapat memberikan dampak pada lingkungan. Oleh karena itu dilakukan
pengawasan yang bertujuan untuk memantau dan mengawasi setiap kegiatan usaha
atau industri tersebut. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa tempat keglatan
usaha / industri, limbah yang dihasilkan serta Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL).

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan usaha / industri, ditemukan usaha-
usaha yang masih belum menampung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan
hasil pembuangan limbah masih melewati ambang batas yang telah ditentukan.

Beberapa permasaiahan mendasar yang ditemui terkait penanganan air limbah di
kota Pontianak adalah sebagai berikut :

*  Peraturan-peraturan memang sudah ada, tetapi masyarakat masih banyak yang
tidak tahu, karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

= Perda Sungai sudah diterbitkan, tetapi hasil dari sosialisasi terhadap perda
tersebut, sampai saat ini belum ada,

- mmmmﬁmmmmmnpuwkanhum
masin kurang tegas begitu pula dengan aparat yang mensosialisa
sehingga warga selalu mencari alasan karena biaya penyambungan yang m:hal

= Perlu penegakan dalam pelaksaan IMB yang mengharuskan warga mempunyai
tangki septik dan ada petugas yang akan memberikan sosialisasi mengenai
persyaratan teknis tangki septic yang benardan memenenuhi persyaratan. -

= Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan perundangan yang
diperlukan dalam pengeiolaan sistem air limbah rumah tangga hﬁimm

= Perlu ada koordinasi dengan darl Pemda Kab/Kota lainnya, r
yang masuk ke badan air di kota Pontianak sebelumnya
limbah cair industri dari buangan limbah kota diluar Pont
 dari pabrik karet dan perkebunan sawit (di Desa Mega Tim

* Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektar
kebijakan di bidang air limbah I

*  Kapasitas sumber daya manusia yang ada di Dinas te
limbah rumah tangga dan air limbah industri rumah t2
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* Kondisi tanah dengan muka alr tanah yang tinggl, sehingga memerlukan
teknologi khusus untuk pengolahan air imbah. Tangki septik pada umumnya
memeriukan lahan k2ring untuk peresapan air, sedangkan di kota Pontianak
hampir tidak ada lahan kering. Sehingga penggunaan tangki septik dengan
peresapan sangat tidak bisa direkomendasikan, terlebih lagi penggunaan cubluk

* Banyak sungai/anak sungai yang dipengaruhi pasang surut yang secara rutin
mengenangi kawasan kota, khususnya di sekitar daerah aliran sungai. Jika pada
satu kawasan terjadi kelalaian penanganan limbah cair, akibatnya akan cepat
berdampak dan menyebar ke daerah sekitarnya melalui arus air pasang surut
Oleh karena itu pengelolaan limbah cair di Pontianak harus menyeluruh.

* Peningkatan kinerja kelembagaan yang menangani air limbah

= Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mengelola sub sektor air limbah yang

* Mengembangkan perencanaan pengolahan air limbah yang berwawasan

lingkungan
* Kajian mendalam dan nptimalisasi opsi sanitasi khususnya penanganan air imbah
yang sesuai dengan kondisi topografi dan hidrologi

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Air Limbah
Domestik

Ba'dﬂ'km uraian pola penanganan drainase sebagaimana dijelaskan pada bagian
: nnya. maka dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan pelaksana sub
sektor air limbah di Kota Pontianak ini cukup kompleks karena melibatkan beberapa
OPD. Akan tetapi dapat disimpulkan secara kelembagaan tidak terdapat satu
unit/bagian unit khusus yang diberikan wewenang dalam hal teknis dan operasional
untuk melaksanakan penanganan limbah domestic.

Terdapat empat OPD yang secara teknis langsung terfibat dalam penanganan air
limbah domestik ini yaitu:

1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan Kota Pontianak menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas
atau pengendali upaya pelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai
lembaga pengawas, Dinas Kebersihan Kota Pontianak bertanggungjawab untuk
memberikan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap
pembuangan limbah industry dan rumah tangga.

‘Sementara itu Dinas Kebersihan Kota Pontianak merupakan institusi yang
menjalankan fungsi regulator teknis yang bamgummmm
dalam tingkatan teknis layanan pengelolaan air limbuh. m"

Dipindai dengan CamScanner



KELEMBAGAAN SANITASI KOTA PONTIANAK 59

* Pelaksanaan pembinaan hubungan langganan dan pengembangan jaringan
dan pelayanan.

» Pelaksanaan perencanaan program kerja serta pelaksanaan pengawasan/
pengendalian operasional,

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Pontianak Nomor 001 tanggal 4 Januari 2010 bahwa operasional dan

pemeliharaan IPLT di bawah UPTD TPA Sampah dan Limbah. Unit kerja ini

setingat eselon IV yang dikepalai seorang Kepala Seksi,

Cakupan tugas UPTD ini sepertinya lebih difokuskan kepada penanganan sampah

yang masuk di TPA. Hal ini ditunjukkan dari alokasi kegiatan dan dana yang

sangat dominan untuk urusan penanganan sampah.

urusan penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja terkesan
dilekatkan di UPTD ini sekedar untuk memastikan wewenang penanganan

air limbah sudah ada yang mengangani.

Perlu juga diketahui bahwa Kota Pontianak belum memiliki Instalasi Pengolahan
Air Limbah skala kota dan sistem saluran tertutup yang khusus diperuntukkan
untuk mengalirkan air limbah yang terpisah dengan saluran drainase yang mana
harusnya hanya diperuntukkan untuk menampung air limpasan hujan. Ditengarai
hal inilah yang mendorong mengapa penagangan air limbah untuk seluruh kota
hanya dilekatkan pada unit kerja setingkat eselon IV,

. Gambar I0-3

i)

2) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan

Penanganan masalah air imbah domestik juga didelegasikan kepads
Karya Tata Ruang dan Perumahan, khususnya melalui ﬂldmg
Penyehatan Lingkungan Permukiman. Sebagaimana te
Walikota Pontianak Nomor 68 Tahun 2011 tentang mmrnn
MmeTmmﬂmﬂmmemm
Pasal 25, yang menjadi kewenangan dinas ini dalam penan
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Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan limbah cair berdasarkan beberapa produk
hukum yang ada adalah sebagai berikut :

Regulasi Nasional

» Undang-undang Rl Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perfindungan dan Pengelolaan

* Kepmen No5l1 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri

« Kepmen No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

= Kepmen No.113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Usaha dan atau
Kegiatan Pertambangan Batu Bara
Kepmen No.3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagl Kawasan Industri
Kepmen No.202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Usaha dan atau
Kegiatan Pertambangan Bijih Besi dan atau Tembaga

» PP NoB2 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air

= PP Nomor 18 tahun 1999 jo PP No.85 tahun 1999 tentang Pengelolaan LB3

= PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

= Perda Kota Pontianak No.10 Tahun 2001 tgl 23 Juli 2001 tentang retribusi
penyedotan kakus

* Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
Nomeor 001 tanggal 4 Januari 2010 bahwa operasional dan pemeliharaan IPLT di
bawah UPTD TPA Sampah dan Limbah

» Perda Kota Pontianak No.3 Tahun 2004 Tgl 31 Mei 2004 tentang Ketertiban
Umum

» Perda Nomar 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomaor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum

= Peraturan Daerah Kota Pantianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah

Di antara ketiga kebijakan ini, Peraturan Walikota No.3 Tahun 2004 Tgl 31 Mei 2004

merupakan kebijakan yang terkait secara langsung dengan pengelolaan air limbah.
Dalam kebijakan ini, Pemkot Pontianak telah mengatur tentang :

* Kewajiban bagi penghasil air limbah/air buangan domestik untuk memanfaatkan
sarana pelayanan air limbah domestik/air buangan.

= Pengenaan biaya pelayanan pengelolaan air limbah untuk pelanggmymgjug;
merupakan pemakal air bersih, dan untuk pelanggan yang tidak menggu ;
fasilitas air bersih,
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111.2.3. Kelembagaan Pengeloaan Sampah
A. Pola Penanganan Sampah

Program pemerintah tentang persampahan atau
limbah padat ini sangat gencar sekali balk ditingkat
pusat sampai ketingkat desa bahkan sampal ke level
masyarakat  bawah, tindakan nyata  adalah
penyedidaan bak atau tong sampah pada tempat-
tempat tertentu sehingga masyarakat bisa membuang
sampah pada tempatnya dan tidak disembarang
tempat

Untuk dilokasi Perumahan biasanya masyarakai
menyediakan atau membuat sendiri  tempat
pembakaran sampah, atau menggunakan jasa
penangkutan sampah untuk membuang sampah ke
tempat pembuangan sampah,

Pemenntah menyediakan tempat penampungan
sementara sampah, baik sampah kaleng, plastic, dan
lain sebagainya diangkut dengan menggunakan truk
sampah kemudian dibawa ketempat pengolahan atau
pembuangan akhir yang disediakan oleh Pemkot
Pontianak bertepat di Baty Layang.

Sampah padat yang dihasil kan oleh Rumah tangga
warga atau tempat sampah, kemudian dengan
menggunakan gerobak sampah diangkut ke tempat
pembuangan sementara, yang telah disediakan oleh
Pemkat Portianak.

Penampungan Sementara Sampah  yang  telah
disiapkan Pemkot terlihat penuh dan slap untuk
diangkut ketempat pembuangan akhir, sementara
dicelah-celah timbunan sampah padat dan apapun
bentuk nya pemuling mengais rezeki dengan
mengumpulkan sampah ke penampung sampah atau
ke cukong-cukong sampah untuk diolah menjadi
bahan yang bermanfaat sehingga sampah itu bisa
didaur ulang kembali.

Masyarakat Juga terlibat dalam pengolaahan dan
pengumpulan sampah-sampah yang bisa dilakukan
daur ulang seperti sampah kertas dan kardus bekas serta plastik

Exjor Celembogosn don Keuorgen Sonitasl - Lapatan dkhk
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Pengumpul bahan-bahan bekas ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, kaum
wanita juga ikut serta dalam mengumpulkan barang barang bekas ini, sehingga peran
serta kaum hawa juga sangat berperan penting, dimana pekerjaan mengumpul
sampah dan barang bekas ini menurut pandangan mereka merska bisa
mendatangkan rezeki dan memenuhi kabutuhan hidup mereka sehari-hari

Sampah secara tanpa kita sadari juga menghasilkan dan meraih untung yang ebih
menjajikan dari sampah ini, kelihatannya secara kasat mata kotor dan menjijikkan
serta pekerjaan ini dianggap rendah tetapl tidaklah oleh sebagian orang pencari
sampah, secara tidak langsung mereka juga membantu program pemerintah dalam
menjaga kebersihan lingkungan.

Beberapa pemungut barang bekas dan pengelola daur ulang sampah di kota
Pontianak antara lain daur ulang kardus atau kertas serta kaleng bekas, Sektor swata
juga melirik pekerjaan ini adalah pekerjaan yang manjanjukan serta bisa meraih
untung yang beripat ganda. :

Pengumpulan sampah di tempat penampungan
sementara merupakan suatu rangkaian  kegiatan
pengolahan sampah, baik limbah cair maupun padat
dari tempat penampungan dan penumpukan sampah,
lalu diangkut ketempat pengolahan atau pembuangan
akhir.  Pengankutan limbah  sampah  tersebut
menggunakan Truk pengangkut sampah kemudian
dibawa dan dibongkar ditempat penampungan sampah,
dengean menggunakan tenaga manual, pada saat
penumpukan dan pembuangan akhimya untuk merata
kan sampah tersebut dengan menggunakan periatan
berat seperti excavator.

Sampah yang diangkut dan ditumpuk dalam suatu
kawasan dan diolah atau dibumihanguskan, Lokasi B
Penumpukan dan pengolahan sampah inl sudah /
tersedia di Batu Layang, Pemerintah menyediakan lokasi
sampah ini di Batu layang agak jauh dari permukiman penduduk sehingga tidak
mengganggu aktifitas masyarakat.

Karekateristik pola pemindahan yang diterapkan oleh DKP Kota Pontlanak adalah
menggunakan pola pemidahan berupa kontainer berkapasitas 8-9 m3/hari, sehingga
termasuk dalam jenis transfer depo tipe Il yaitu pemindahan berkapasitas B-16
ma/hari. TPS Ini digunakan untuk melayani 5.000 - 10,000 jiwa/unit, dengan radius
standar +500 m, sedangkan umur teknisnya adalah 5-10 tahun pemakaian (kondisi
normai)

Eagiom Falermbegorm dam Kevmgen Scotoe
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* Masih ditemukan sebagian kecil warga kota yang membuang sampah secara
sembarangan, tanpa berfikir bagaimana sampah tersebut dipindahkan/diangkut.

= Masih ada warga kota yang $ecara sengaja membuang sampah ke saluran air
dengan maksud agar cepat hanyut. Namun pada kenyataannya sampah
engendap dan menyumbat saluran drainase serta menggangau aliran sungal,

» Fasilitas umum pewadahan sampah belum memada.

= Pengumpulan sampah hanya dilakukan pada wilayah kota yang padat penduduk,
sedangkan pada wilayah yang jarang penduduknys, pengelolaan sampah
dilakukan oleh masing-masing keluarga menurut kehendak sendiri.

» Kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah di tempat-tempat fasilitas umum
(jalan, taman, trotoar, dan lain-lain) masih kurang.

= Sistem pengelolaan sampah yang ada belum dapat mencapal target-target
pekerjaan yang diharapkan,

= Dengan tingginya kepadatan penduduk dan semakin rapatnya bangunan, maka
tidak banyak tersedia ruang untuk fasilitas umum persampahan, seperti tempat
container, TPS, dan transfer station. Disamping itu masyarakat cenderung
‘menolak keberadaan fasilitas tersebut di lingkungannya.

« Jadwal pengumpulan sampah dari rumahtangga ke tempat pembuangan
sementara (TPS) dengan grobak tidak teratur sehingga sampah menginap,
akibatnya dalam jangka panjang menimbulkan pencemaran lingkungan.

» Tempat menyimpan (wadah) sampah di masing-masing rumah tangga masih
banyak yang belum memenuhi persyaratan (kesehatan dan teknis pengelolaan),

=  Proporsi jumiah kendaraan pengumpul dengan jumlah produksi sampah belum
berimbang.

= Disain transfer station sebagian besar secara teknis belum ideal,

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam penanganan Persampahan di Kota
Pontianak adalah :

= Meningkatkan kinerja operator layanan persampahan skala kota

«  Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan skala kota
=  Optimalizasi daya dukung kebijakan pengelolaan persampahan

=  Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan

Secara umum, di dalam struktur pemerintahan Kota Pontianak, urusan kewenangan
pengelolaan sanitasi I:humsnguub sektor pengelolaan ssmpahbmda dalam Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menangani
sektor persampahan dan air limbah dengan didukung keberadaan UPTD TPA sebagai
mmmgwmmmﬁmmswmmwmm
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontiansk dibuat untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan effisiensi pengelolaan dibidang Kebersihan dan pertamanan. Sesuai

Koo fermbagoan dan —

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




meliharaan kebersihan,

1
| nall REUETMINar,

aliaran

Py

do L]

lgple 2 T |
P i
N

Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




KELEMBAGAAN SANITASI KOTA PONTIANAK 73

Manganghut sampah darl 19 ke TRA
Welpiukan pemilahan wsmpah
Melakukan prrariban retribust sampah
Mambarikan (1in usaha pengelolasn sampah

“PENGATURAN DAN PEMBINART

"% Mengatur prosadur Denysdiaan layanan sampah (am
pengangkutan, personil, perslatan, dil)

T Melakukan SOUAIILAE peraturan, dan pembinaan daiam hal
pengelolaat sampah

* Memberikan sankil terhadap pelanggaran pengelolaan

‘sampah

“WMIONITORING DAN EVALUAST

s Melakukan monionng dan evaluas teradap capaian N

mmmm

_'_EMWHMMM&PM
Irfrastruktur sarana pengelolasn sampsh

% Welakukan monitonng dan avalust] Teradap elekthitas
leyaran persampshan, dan atau menampung serts v v
mengelols keluhan stes laysnan persampahen

) ) Al L

111.2.4. Kelembagaan Pengelolaan Drainase
A. Pola Penanganan Drainase

Pertambahan penduduk yang pesat tersebut seharusnya dilkuti dengan penyediaan
prasarana dan sarana dasar kota, salah satu prasarana dasar kota yang dinilai cukup
penting adalah sistim drainase. Semakin pesat pertumbuhan perkotaan maka
permasalahan drainase perkotaan semakin meningkat pula. Pada umumnya
penanganan drainase masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan
permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan
harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi,
operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan,
pembiayaan serta partisipasi masyarakat Peningkatan pemahaman mengenai
drainase kepada pihak yang terfibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu
dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan
dengan sebaik-baiknya.

Ada dua permasalahan yang paling menonjol yang berhubungan dengan sistim
drainase di kota Pontianak, yaitu masalah rumah di atas rawa dan rumah di bantaran
atau di dalam badan sungal. Sebagaimana yang dimaklumi pada umumnya Pontianak
tecdiri atas rawa-rawa yang sebagian diurug pada saat mendirikan rumah di atasnya,
Umumnya yang diurug adalah baglanhﬂlmmnuhmmihmmm
bagian samping rumah, ada yang diurug, ada juga yang dib 3
tergantung dari nilai rumah. Semakin banyak bagian yan
harga rumah karena mahalnya material urugan, Ada bang
umumnya ruko-ruka mahal yang seluruh tanahnya d
kompleks perumahan dan permukiman,
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Dari segi drainase sebenarnya rawa-rawa adalah media penyimpan air yang sangat
baik, perumahan yang mengurug total seluruh arealnya harus menyediakan saluran-
saluran untuk sistim drainase dengan kapasitas yang harus mencukupi untuk curah
hujan sesuai dengan intensitas design, pada perumahan yang diurug sebagian, jika
permukaan jalan sudah diatas level pasang tertinggi, umumnya tidak menyediakan
lagi saluran drainase atau saluran dengan kapasitas kecil saja, karena curah hujan
sebagian besar akan mengalir ke kolong dan bagian lainnya.

Namun dari segi sanitasi situasi seperti ini bukanlah lingkungan yang sehat. Air yang
terperangkap di rawa tanpa terjadi pertukaran yang menyeluruh, merupakan media
‘organik yang terendam. Apalagi umumnya lantai rumah terbuat dari papan yang
bagaimanapun juga sambungan-sambungannya tidaklah kedap sepenuhnya. Itulah
sebabnya penyakit ISPA menduduki peringkat atas di Pontianak. Kolong rumah yang
tertutup juga merupakan tempat bersarangnya tikus. Secara teknis hal ini dapat
diatasi dengan membuat sistim yang menghubungkan kolong-kelong lalu
memompakan ke sungai/saluran terdekat ataupun membuat sistim aerasi yang
kedua-duanya membututkan biaya yang mahal karena memang areal rawa-rawa
tidak layak untuk hunian yang sehat Biaya yang mahal menyebabkan program ini
tidak feasible, karena itu tidak diulas lebih lanjut dalam laparan ini.

Satu point yang amat penting yang seharusnya menentukan arah pengembangan
kota Pontianak, namun secara tidak disadari telah dibelokkan adalah kelebihan
Pontianak yang secara alami terdiri dari puluhan sungai-sungai, besar dan kecil
‘Banyaknya sungai yang terdapat di kota Pontianak adalah anugerah yang sama sekali
belum dikembangkan oleh pihak-pihak pembuat keputusan. Kota Venesia sangat
terkenal sebagai kota air yang menjadikannya kota pariwisata, dikunjungi oleh ribuan
wisatawan setiap tahunnya dengan pemasukan devisa yang sangat besar,

Sebelum sempat dikembangkan sebagai kota sungai, perkembangan yang terjadi
‘akhir-akhir ini, malah semakin menjauhkan Pontianak dari substansinya sebagai kota
sungal dengan memusatkan pembangunan melulu pada infrastruktur darat dan
membiarkan penghunian di bantaran dan di dalam badan sungai, pada banyak
sungal, terutama di pusat kota, sehingga keindahan sungai menjadi hilang sama
sekall, diganti dengan pemandangan yang kumuh, Demikian juga alokasi dana
pembangunan kota Pontianak yang tidak seimbang antara pembangunan
infrastruktur darat dan infrastruktur sungal, '

Beberapa hal yang perlu diperhatikan Jika ingin memba
m m dengan nwduﬂtm rben:
sdrrbm antara pembangunan daratan dm un|
membenahi pemukiman-pemukiman kumuh di
badan sungai, melalul penerapan Perda Sungal/salura
ditetapkan dalam perturan daerah kota Pontianak.
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Secara umum drainase di Kota Pontianak masih menggunakan sistem gabungan (mix
drair) di mana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam
satu saluran. Peruntukan saluran drainase tersebut hanya untuk memindahkan
genangan air ke sungai. Pada saat hujan lebat sedungkan muka alr sungai sedang
tinggi karena air pasang maka akan terjadi genangan air dimana-mana. Kejadian ini
akan mengganggu aktivitas masyarakat karena sebagian besar genangan terjadi di
jalan raya termasuk di jalan-jalan protokol seperti jalan Ahmad Yani,

Drainase lingkungan yang digunakan untuk mengalirkan air ke tempat pembuangan
ada yang masih sangat sempit dan masih sangat sederhana sekali sehingga air sisa
limbah atau buangan sisa mencuci rumah tangga tidak mengalir dengan lancar. dan
juga drainase yang tidak dibersihkan sehingga terlihat kotor sehingga air buangan
tersendat atau mengalami penyumbatan untuk dialirkan ke tempat pembuangan.

Secara umum permasalahan drainase di Kota Pontianak dapat diidentifikasikan
sebagai benkut ; .

= Topografi Kota Pontianak yang merupakan daerah datar dengan ketinggian
permukaan tanah minus (-) 0,15 m di bawah permukaan laut, sehingga akan
selalu teradi genangan air baik disebabkan oleh turunnya hujan maupun pada
saat air pasang. Pengaruh pasang air laut/ sungai juga mempersulit keluarnya air
hujan dari daerah genangan.

» Perkembangan kota yang pesat dan dinamis (pembangunan perumahan, pasar,
pertokoan serta ruko-ruko) yang tidak lagi memperhatikan keberlangsungan
fungsi daerah resapan. Dengan berubahnya fungsi kawasan/ daerah resapan
(retarding) atau kantong-kantong air menjadi kawasan perumahan, pertokoan/
ruko serta kawasan komersil lainnya mengakibatkan bertambahnya volume air
limpasan.

= Belum tercukupinya panjang saluran dan dimensi drainase dibandingkan dengan
keperluan debit air yang akan dibuang. Dan sebagian besar tidak memenuhi
persyaratan teknis, dengan kata lain saluran drainase kota belum terstruktur
dengan baik (primer. sekunder, dan tersier). Selain itu pembangunan drainase
banyak yang tidak memenuhi syarat, sehingga saluaran yang menjadi out let
saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, hal ini memperparah terjadinya
genangan air di jalan maupun di daerah permukiman,

*  Pertumbuhan permukiman liar di atas sungal maupun sepanjang bantaran sungai
(lanting/panggung) yang tidak terkendali sehingga menambah sempitnya daerah
aliran air sungai, bahkan ada yang menutup alur sungai,

. mmammmmmmmmmm
banyaknya masyarakat yang membuang sampah di madhﬂmﬂml'.dm
saluran drainase kota sehinggga mengakibatkan pcn&mg_ lan d )
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sekaligus tantangan bagi manajemen untuk melayani penduduk/masyarakat di daerah

Permasalahan sektor air bersih di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. 26% penduduk kota Pontianak belum memiliki akses pelayanan air bersih

2. 35% pelanggan yang dilayani air bersih dari PDAM mendapat aliran dibawah 10
M3/SL/Bulan dan terindikasi pelanggan tersebut tidak mendapatkan aliran 24 Jam

3 Kualitas air yang disalurkan dari IPA relative memenuhi syarat, namun yang
diterfima pelanggan kadang terjadi perubahan kualitas akibat kondisi jaringan
yang sudah tua dan kecepatan pengaliran yang tidak memadai.

4. Penurunan kualitas air baku S. Kapuas dan S, Landak sebagal sumber air baku
utama bagi PDAM terutama pada saat kemarau dimana terjadi interusi air laut
dengan kadar garam diatas batas yang difjinkan sementara IPA yang ada tidak
didesain untuk mengolch air asin,

5. Kapasitas IPA terbatas, hingga PDAM sulit mengembangkan pelayanan dan
diperburuk dengan tingginya angka kehilangan air sebesar 26,17% jauh diatas
toleransi nasional sebesar 20%

6. Tarif air PDAM masih rendah hingga sulit untuk berinvestasi dalam
pengembangan infrastruktur air bersih

7. Pendanaan melalui APBD Murni Pemkot Pontianak tidak ada, sementara yang ada
bersumber dari APBN melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DHD (Dana Hibah
Daerah) dengan kondisi tidak memadai.

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Air Bersih

Secara kelembagaan, terdapat tiga institusi yang menanganal air berish di Kota
Pontianak yaitu PDAMA Tirta Khatulistiwa, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Perumahan serta BAPPEDA Kota Pontianak.

1) PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

Wewenang Penanganan air bersih di Kota Pontianak secara teknis operasional
ditangani oleh PDAM Kota Pontianak, sebuah Badan Usaha Mifik Daerah yang diberi
wewenang dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat. Hal itu dituangkan juga
dalam Peraturan Wallkota Nomor 44 Tahun 2009 mengatur Tentang Struktur
Organisasi dan Mekanisme Karja PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

PDAM merupakan mmmmmwmmm:
14 Mei 1975 melalui Peraturan Daerah ("Perda”) Nomar 03 Tahun 1975 - a
dfublh rmillui Pmla Hmﬂ&ﬁhmlﬂﬂgdmm

diubah melalui Perda Nomor 04 Tahun 2009,

Kegiatan penyediaan air bersih di Kota Ppnﬂm di
ditandai déngan pembangunan Instalasi Peng A

—— -
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e :

nan minimum akan menjadi bagian dari strateq

D Mmmnwmmmumm Sesuai PP No. 65
{dﬁun 2005, SPM didefinisikan thﬂlf | teritang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan mljih daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimum. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi jenis
pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat dalam hﬂ-’l[cfh‘plnmifaL ekonomi, dan pemerintah.

Untuk dapat memobilisasi daya tersembunyi (hidden potential) perlu
diidentifikasikan secara tepat potensi itu, mencakup besaran dan lokasi
termasuk didalamnya adalah penentuan pilihan sarana, pembangunan,
pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga tingkat dan jenis pelayanan yang
disediakan dapat disesuaikan oleh masyarakat tersebut.

d. Memisahkan penanganan air limbah dari UPTD TPA, Mengingat air limbah adalah
sector yang cukup kompleks dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan
penanganan sampah maka diperlukan pemisahan pengelolaan kedua sub sector

ﬂnrekumndaﬁlcan untuk membuat UPTD baru yang khusus menangani air
limbah. Alaternatif lainnya adalah membentuk BUMD baru yang menangani air

limbah. Sehingga penanganannya akan semakin focus, mengingat sampai saat ini
di Kota Pontianak sendiri belum memiliki sistem pengeloiaan air limbah yang

ideal, baik untuk skala komunal maupun skala kota.

e Untuk mencapai sasaran, tujuan yang sesuai dengan target-target pemoangunan
Kota Pontianak yang berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperiukan
m muimbangm pembagian fungsi dan peranserta hak dan kewajiban,
tanggung Jawab antara para pelaku pembangunan, yaitu pemerintah Kota
?nnw sendiri, masyarakat dan sektor swasta. Peran aktif dari para pemangku

- menjadi prasyarat untuk pengembangan peningkatan pelayanan

jm sanitasi.  Walaupun pemerintah memegang peranan kunci dalam

memberikan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi kepada publik, peranan
masyarakat dan sektor swasta tidak pula kalah pentingnya.

sedemikian rupa :Iip-lﬂulum Hlmyl |
memasukkan suatu penilaian isu-isu uts
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BAB IV

ASPEK KEUANGAN
SANITASI KOTA
PONTIANAK

IV.1. Gambaran Umum Keuangan Kota Pontianak

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimai apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan dilkuti dengan sumber-sumber penerimaan
daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Begitupula pelaksanaan sanitasi, membutuhkan pembiayaan yang didukung dari
penerimaan keuangan daerah.

Pengelolsan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis
mengenal pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan
keuangan daerah, Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan
daerah sekurang-kurangnya 3 tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan
untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah
dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya sanitasi

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih
dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai
dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan
pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan
hambatan yang dihadapl.

IV.1.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menyingkapi pedtun'lhangan
dan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pemban
kemasyarakatan yang setiap tahun meningkat, maka Peme

melakukan berbagai upaya dalam mmdukung ercep
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BAB IV

ASPEK KEUANGAN

SANITASI KOTA
PONTIANAK

Iv.1. Gambaran Umum Keuangan Kota Pantlanak

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan dilkuti dengan sumber-sumber penerimaan
daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Begitupula pelaksanaan sanitasi, membutuhkan pembiayaan yang didukung dari
penerimaan keuangan daerah,

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis
mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan
keuangan daerah. Oleh katenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan
daerah sekurang-kurangnya 3 tahun sebelumnya, yang pada dasamya dimaksudkan
untuk menghasilkan gambarar tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah
dalam mendanal penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya sanitasi

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih
dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pemblayaan sesuai
dengan kewenangan. Analisls tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan
pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan
hambatan yang dihadapi.

IV.1.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menyingkapi perkembangan
dan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang setiop tahun meningkat, maka Pemerintah Kota Pontianal
melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan

perwujudan otonomi dazrah khususnya dibidang Pendapatan Daerah. Sejala
hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun

Rzjion Ketermbagaan das Feuingan Shiil
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Gambar V-1 :
perkembanjan Realisasi Volume APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2016
Iyar Rupish)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sumber . BPKAD Kota Pontianak, 2016

A. Pendapatan Daerah

Secara garis besar dari sisi pendapatan Kota Pontianak masih sangat bergantung dari
alokasi dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Akan tetapi
disisi lain Pendapatan Asli Daerah juga memperfihatkan tren kenaikan yang signifikan.
Hal ini disebabkan pengalihan pemungutann Pajak Burni dan Bangunan (PBB) kepada
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari otonomi daerah, Untuk lebily jelasnya lihat
tabel dan gambar berikut.

Tabel Iv-2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kota Pontianak Tahun 2011-2016
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Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2016
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ataupun solusi sebagal upaya pemecahan permasalahan antara lain adalah sebagal
berikut :

1. Menetapkan skala prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik dan
infrastruktur dasar,

2. Memilih kegiatan yang dapat memberi umpan ballk ataupun memberikan
damipak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain.

3. Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk
standar harga barang dan jasa yang menjadl acuan atau batas tertinggi dalam
penganggaran belanja daerah.

4. Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing - masing kegiatan
untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegjatan.

5. Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak selamanya
belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

6. Melakukan pembiayaan secara selektif yang memberkan kontribusi bagi
Pendapatan Asli Daerah.

Gambar IV-4

Perkembangan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Pontianak
Tahun 2011-2016

Haallsns) 3011 Renlleas| 002 Mesflenst 3018 feallmnal 3004 APBD-P 2015 Rancangan
s

m Belanjo Tidak Langsung ® Belan)a Langsung

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang penerimaan yang perlu dibayar kemball
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD
memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupckan komponen plmhl;yuu
rerupakan komponen yang yang dipergunakan untuk mengantisipas! surplus'

anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan a

daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan m
daerah.
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Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang
menjadi tanggungjawab pemerintah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesual
ugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab yang diemban, serta guna menjaga
kredibilitas pemerintah daerah,

Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan
optimalisasi kemampuan pemerintah Kota Pontianak dalam menyeimbangkan antara
pos penerimaan dengan pos pengeluaran dalam komponen pembiayaan sesuai
dengan kebijakan umum APBD Pemerintah Kota Pontianak yang telah ditetapkan.
Adapun perkembangan realisasi pembiayaan Kota Pontianak dalam kurun waktu
2011-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel IV-4
Perkembangan Realisasi Pemblayaan Kota Pontianak Tahun 2011-2016

e S
Tin, s PTMERRTAS BN

R 1T
R il

T e e e e b

Sumber | BEKAD Kota Pontianak, 2016

IV.2. Besaran dan Proporsi Pendanaan Sanitasi

Berdasarkan pembagian wewenang TUPOKSI SKPD, alokasi pendanaan sanitasi dalam
kurun tiga tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan fluktuasi. Jika dilihat pada tahun
di 2011 total besaran pendanaan sanitasi adalah Rp, 133,326,529,059,- atau senilai
9.74% dari APBD tahun 2013 dengan proporsi terbesar pendanaan di Dinas Cipta
Karya Tata Ruang dan Perumahan, Sedangkan di Tahun 2014, total pendanaan
sanitasi adalah sebesar Rp. 144,456,089,037,- atau senilai ub.mmﬂ na._ .._.Eu_ E__c:
2012 dengan pembiayaan terbesar berada pada Dinas Cip 1

Perumahan,

Porsi pendanaan sanitasi di tahun 2015 mengalami pi
pengeluaran untuk pembangunan sektor sanitasi s 1 :
berkurang hampir Rp. 20 Milyar dari tahun sebelumnya. Kond
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Gambar Gambar V-5 Jika dilihat berdasarkan sektor-sektor dalam
Disgram Proporsl Pendanaan Sanitasl  canitac] sektor drainasefjalan lingkungan
RARINEIE SHEOT Vet 4012911 merupakan sektor yang paling banyak
e dibiayai oleh APBD kota Pontianak. Tercatat
di tahun 2013 sektor drainase/jalan
lingkungan sebesar 31% dan total
pembiayaan sanitasi yang bersumber baik
dari APBD kota maupun dari APBD propinsi
dan APBN, sedangkan yang terkecil di sektor
pengendalian polusi yang mencakup 0,36%
dari total pembiayaan sanitasi di Tahun
2013,

Di tahun 2014 pembiayaan terbesar adalah
sektor drainase/jalan lingkungan mencapa
36% dari total pembiayaan sanitasi dan yang
terkecil adalah pendanaan kampanye PHBS
yang hanya meliputi 069% dari total
pembiayaan  sanitasi.  Kedepan  perju
peningkatan pendanaan di ini mengingat
aspek pelibatan masyarakat merupakan hal
yang sangat penting untuk mendukung
keberhasilan pengelolaan sanitasi.

: Sedangkan di tahun 2015 porsi pendanaan
| sektor sanitasi di  Kota Pontianak
dialokasikan terbesar untuk sub sektor
“drainasefjalan lingkungan yang mencapai
37% dari total pendanaan sanitasi di tahun tersebut. Porsi terkecil dialokasikan untuk
mendanal pengendalian polusi yang hanya mencapai 0,53% dari total pendanaan
sektor sanitasi di tahun 2015

Apabila diselami lebih jauh, porsi yang cukup besar dikeluarkan Pemerintah Kota
Pontianak secara berurutuan digunakan untuk mendanai upaya-upaya peningkatann
kesehatan lingkungan permukiman, pengelolaan persampahan, penyediaan sarana
dan prasarana pengolahan air bersin juga untuk medanai pengembangan sistem
pengolahan air limbah perkotaan.

Untuk mengetahui lebih dalam program-program dan kegiatan n

Pontianak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sani
dalam kurun waktu 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel pada ha
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IV.4. Besaran Pendanaan Sanitasi Per Kapita

Besaran pendanaan sanitasi perkapita adalah perbandingan jumiah rata-rata
pembiayaan sanitasi yang dikeluarkan dalam periode tententu dibandingkan dengan
jumilah rata-rata penduduk dalam periode yang sama,

Berdasarkan data-data yang telah digambarkan pada sub-bab sebelumnya, dalam
periode 2013-2015 maka didapat angka besaran pendanaan sanitasi perkapita Kota
Pontianak adalah pada tahun 2013 sebesar Rp. 227.425,37/kapita/tahun bandingkan
dengan besaran penerimaan retribusi persampahan per kapita per tahun yang hanya
Rp. 13,914- di tahun yang sama. Artinya Pemerintah Daerah mensubsidi Rp.
213511 - per kapita pertahunnya dalam pembangunan sanitasi. Untuk lebih
lengkapnya lihat tabel berikut:

Tabel IV-9
Pendanaan Sanitasi Per Kapita Kota Pontianak tahun 2013-2015

1 2013 586,243 133,326,529,059 22742537
2 2014 598,097 144,456,089,037 241,526.19
3 2015 607,438 126,049,246,142 20750965

Sumber : LKF) Walikota Postisnak Tahin 2013-2015 deta diclsh

IV.5. Isu Strategis Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak

_— -

Beberapa su strategis yang dihadapl dalam pendanaan Enuanrmz sanitasi di Kota
Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya proporsi dana untuk sanitasi dalam s_.._ﬂ&.
APBD. Hal ini terkait dengan besaran APBD Kota Pontianak sei
relative kecil dan sumber pendapatannya masih sang f,_
Alokasi Umum yang dianggarkan oleh Pemerintah Puss
PAD masih amat sangat kecil dimana berdasarkan EIF L
anggaran nuntuk sanitasi hanya sebesar 8,59% dari total APBD. Sed:
lain Pemerintah Kota Pontianak dihadapkan dengan Eﬁsﬁ
permasalahan pembangunan kota dan begitu banyaknya urusan p
yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Pontianak u-_.&.ﬁum
pembangunan dilakukan sesuai prioritas yang telah disusun ...E-_.__ nomcg
perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
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